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ABSTRACT

Access to information is a right protected and gotged by the 1945 Constitution of
the Republic of Indonesia. The existence of legmhagoverning the public's right to
obtain information not followed by the proceduretlod public to obtain information,
what if the information is not obtained or denied dhe sanction given to the person
or institution that does not provide informatiory Bromulgation of the Act No. 14
of 2008 on Public Information, all public agencayl state institutions are required
to provide information about the activities fundey public funds. The Supreme
Court is one of the state institutions that mushply with the Act. In pursuant to the
Act number 14 of 2008, the Chief Justice of the rBoe Court of Indonesia has
promulgated a decree that is intended and is @gipé to all courts in Indonesia in
the form of Decree No. 1-144/KMA/SK/1/2011 condegn the Guidelines for
Providing Information at the Court. Thereforeisinecessary to study the extent of
implementation of the Decree in the Padang Dis@iatirt. In conducting this study,
the writers is concerned with issues of how tleee of the Chief Justice of the
Republic of Indonesia Number 1-144/KMA/SK/I/2011ncerning Guidelines for
Providing Information at the Court is implemeanhia the District Court and what
kinds efforts have been taken by the Padang Bis@ourt in optimizing the
implementation of Decree. Research method used in this study is a
sociological approach to the problem juridical aado a case study design.
Therefore this study is to look into and review thes related to issues and their
implementation in reality . Data obtained fromeiniews and observations. Editing
data is processed and analyzed qualitatively. Tindysvas conducted in the Padang
District Court. The Padang District Court has net gpplied fully the Decree No. 1-
144/KMA/SK/I/2011. This finding is seen from thieformation released is
incomplete and has not been updated. The procéaluobtaining information is still
using the old way and not be guided by the substamdhe decision. Efforts are
made in the optimization of the Padang District €alecision was through the
efforts of regulatory and non regulatory efforts.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketedoukaformasi Publik
atau yang disingkat dengan UU KIP merupakan bepargakuan hak masyarakat
atas informasi dan bagaimana hak tersebut haresuly dan dilindungi oleh negara.
Hak atas informasi merupakan salah satu hak asasusia yang sangat penting.
Sebab keterbukaan tidak akan efektif apabila otadak memiliki akses terhadap
informasi. Akses informasi merupakan dasar bagickglan demokrasi. Diperlukan
kesadaran masyarakat akan hak atas informasi yatekat dalam diri mereka sejak
lahir (hak asasi manusia) yang dijamin dan dilirglunleh konstitusi Negara
Republik Indonesia yang terdapat pada perubahamakéthdang-Undang Dasar
tahun 1945 Pasal 28 F yang dinyatakan bahv@&etidp orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mebgagkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencadmitiki, menyimpan, mengolah,
dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segalis saluran yang
tersedid dan juga Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasinbtia (Universal
Declaration of Human RighksPerserikatan Bangsa-Bangsa dimana disebut bahwa

“Setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat ekspresinya; hak ini



mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpayadcampur tangan, dan
juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkéormasi dan ide melalui

media apapun, dan tak boleh dihalangi”

Ketertutupan dalam menjalankan penyelenggaraanraed@n mengakibatkan
penyalahgunaan dalam bentuk korupsi, kolusi darotreepe atau yang disingkat
dengan KKN, di setiap tingkatan pemerintahan (eksgKegislatif dan yudikatif).
Kasus-kasus seperti penyimpangan dana Perpajaliaa, BLBI, dan kasus korupsi
di lingkungan peradilan merupakan bukti dari tidatanya keterbukaan dalam
birokrasi pemerintahan. Dua hal penting untuk mewarttas KKN di Indonesia yang
harus segera dibangun adalah penguatan sistemgb@melgukum untuk memberikan
efek jera dan mewujudkan pemerintahan Indonesiagselpemerintahan terbuka dan

transparar.

Tuntutan masyarakat sipil untuk memiliki UU KIP mpakan bagian dari upaya
perwujudanopen governmerdi Indonesia. Konsep pemerintahan yang terbuka
mensyaratkan beberapa jaminan hak publik, yaitu K&k publik untuk
memantau atau mengamati perilaku pejabat publiendaienjalankan fungsi
publiknya ¢ight to observg sebagai bagian dari pengaktualisasian prinsip
transparansi; (2) hak publik untuk mendapatkan/rakses informasipublic

access to informatignsebagai cara mewujudkan transparansi, dan measisi

! Koalisi Untuk Kebebasan Informasifelawan Ketertutupan Informasi (Jakarta: Koalisi untuk
Kebebasan Informasi, 2003), him. xii.



masyarakat yang berkualitas; (3) hak publik untekphrtisipasi dalam proses
pembentukan kebijakan publ{kight to participate) (4) kebebasan berekspresi
yang salah satunya diwujudkan dalam kebebasan (pees and responsible
per9; dan (5) hak publik untuk mengajukan keberatanbda hak-hak satu
sampai dengan empat diabaikaiglit to appea), baik melalui upaya banding
administrasi maupun ajudikasi (menggunakan sara&nadpan semu, arbitrase

maupun pengadilarf).

Sejak berbagai elemen masyarakat sipil menyatulkan @ntuk mendorong
pengundangan RUU KIP pada bulan Desember 2000,hstetdapat berbagai
peraturan perundang-undangan yang baik secarsatemsaupun tersurat menjamin
akses atas informasi. Namun sayangnya peraturamgsarg-undangan yang sampai
saat ini masih berlaku tersebut bersifat sektoaal lbelum menjamin akses informasi
secara memadaiadequat®® Sehingga dalam praktiknya masyarakat sipil sering
mengalami hambatan dalam mengakses informasi baydag sudah secara jelas
dijamin dalam sebuah peraturan perundang-undahddak masyarakat untuk
mendapatkan akses informasi seharusnya dijamin lagy@ifat mudah, murah dan
sederhana, agar setiap orang dapat memperolehiyk onengembangkan pribadi

dan lingkungannya.

¥ Membuka Ruang Menjembatani Kesenjangan; Gambaraeskformasi, Partisipasi, dan Keadilan
Lingkugan di Indonesia, Indonesian Center for Eariental Law(Jakarta: ICEL, 2006), him. 136-
137.

* Koalisi untuk Kebebasan Informagp.Cit, him. 54.



Selain UU KIP juga terdapat berbagai peraturan nmEang-undangan yang
memberikan jaminan atas akses informasi publik rieppadang-Undang Nomor 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidupdadg-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undardghfn Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang BersiBalzas KKN, Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindd&n®iKorupsi, Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-dgdslomor 40 Tahun
1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 41 TaB@8 tentang Kehutanan.
Namun di dalam peraturan perundang-undangan tersielak diatur secara rinci
mengenai cara yang dapat dilakukan masyarakat untrkperoleh informasi, apa
alasan yang dapat digunakan untuk menolak suatunip@an, bagaimana
mekanisme penyelesaian sengketanya, serta mekameméapatkan keadilan bila

ada akses informasi yang terhambat.

Di sisi lain juga terdapat berbagai peraturan pgang-undangan yang mengatur
kerahasiaan atas informasi. Peraturan mengendidsean tidak serta merta menjadi
penghalang akses informasi. Peraturan tentang &&esn yang bersifat ketat dan
terbatas sebenarnya merupakan pendukung bagi pkbdék atas informasi yang
genuine® Sebab informasi yang dapat diakses oleh publik amgnsecara universal

memiliki batasan-batasan. Batasan-batasan terdebbus secara jelas diatur oleh

5 .

Ibid, him. 49.
® Toby Mendel,Kebebasan Memperoleh Informasi: Sebuah Survei Pelibgan Hukum(Jakarta:
UNESCO, 2004), him. 58.



hukum dan tidak bersifat eksesif melainkan limitaferaturan perundang-undangan
yang mengatur kerahasiaan di Indonesia yaitu Untlamdang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perbankan yang didalamnya mengat@asieatperbankan, Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang glidalamnya terdapat

beberapa kerahasiaan yang terkait dengan Hak Awsykan Intelektual serta
Persaingan Usaha, Undang-Undang Nomor 32 Tahunt20@hg Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 26&itang Paten, Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Kebebasan informasi atau jaminan atas akses ptdshiadap informasip{blic
access to informatign sistem negara yang demokratikerfiocratic stafedan tata
pemerintahan yang baikgdod governange merupakan tiga konsep yang saling
terkait satu dengan lainn§a.Dengan adanya kebebasan informasi membuat
masyarakat dapat mengontrol setiap langkah danjakebi yang diambil oleh
Pemerintah. Dalam negara demokrasi, penyelenggakeénasaan harus dapat
dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat. Tolllr untuk menilai apakah
tindakan pemerintah itu sejalan dengan Negara hu&tau tidak adalah dengan

menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang®lajetkik membangun tata

" www.freedomofexpression.org.uk/files/khatarina essc to_information.docdiakses tanggal 24

Oktober 2010, pukul 22.12.
8 Ignatius Haryanto, Apa Itu Kebebasan Memperoleh Informasi? (Jakarta: Lembaga Studi Pers

dan Pembangunan (L SPP), 2005), him. 13.

° Ridwan HRHukum Administrasi Negar@akarta: Rajawali Pers, 2010), him. 242.



pemerintahan yang baikdod governange pemerintah terbukaopen governmejt

merupakan salah satu fondasinya.

Prinsip pengadilan yang terbuka merupakan salal gansip pokok dalam
sistem peradilan di Indonesia. Keterbukaan menikasubuatu pertanggungjawaban
dan melalui keterbukaan Hakim dan Pegawai Pengadilan lebih berhati-hati
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.rtsgpag kita ketahui, wujud
keterbukaan pengadilan yaitu “sidang terbuka untokim”, kecuali untuk perkara
kesusilaan dan perkara anak. Bahkan, pada pembpotagsan, sidang terbuka untuk

umum merupakan satu keharusan. Kalau tidak putadaah batal demi hukum.

Selain sebagai asas peradilan, keterbukaan juggpalan salah satu konsep tata
pemerintahan yang bailgdod governande Asas Umum Pemerintahan yang Baik
bertujuan mencapai cita-cita perjuangan bangsa yagwujudkan masyarakat yang
adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undadgng Dasar 1945, maka
syarat pertama adalah mewujudkan Penyelenggarad®ggag mampu menjalankan

fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dah pemggung jawab.

Salah satu asas yang dipakai menuju tata pemeaimtgding baik adalah “asas
keterbukaan”. Pemerintah dituntut memberikan pelaya yang baik kepada
masyarakat dengan terbukanya akses informasi publikutuhkan peran serta
masyarakat untuk mengawasi pemerintah dalam bidssgkutif, legislatif dan

yudikatif supaya tetap berpegang teguh pada Assstasium Pemerintahan ini.



Wacana tentang pentingnya keterbukaan informasiikpgebenarnya telah
berlangsung sebelum diundangkannya UU KIP. Salah lemnbaga negara yang
lebih dulu merespon atau menanggapi tuntutan malsgbiagar lembaga-lembaga
negara yang mengelola informasi harus menyediakaasabagi masyarakat untuk
memperoleh informasi adalah Mahkamah Agung Repuhtibnesia. Oleh karena
itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamahnggtelah menerbitkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SKIR007 tentang
Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Keputusanehars telah direvisi dengan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/&Q0L1 Tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan. Denganmya Keputusan tersebut
memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyamakiak mengakses

informasi yang dikelola oleh pengadilan dan jugdgoean pelaksanaannya.

Berikut merupakan gambaran umum tentang pedomaakgmlaan untuk
mendapatkan pelayanan informasi di Pengadilan, yardppat dalam Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011. &gori informasi dalam

pelayanan Pengadilan terdiri dari:

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan daipsises oleh publik;
3. Informasi yang dikecualikan.

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala ¢tehgadilan, yaitu:



4.

5.

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan

Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dare§amPengadilan
Informasi Laporan Akses Informasi

Informasi Lain

Selain informasi di atas, Mahkamah Agung mengumumpkda:

1.

Informasi tentang penerimaan calon pegawai, cala@akinih dan/atau

kebutuhan calon hakim agung, yang sekurang-kuranbasisi:

a. Adanya penerimaan;

b. Tata cara pendaftaran;

c. Biaya yang dibutuhkan;

d. Daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yaifgutuhkan, tahapan
seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya;

e. Tahapan dan waktu proses rekrutmen;

f. Komponen dan standar nilai kelulusan; dan

g. Daftar calon yang telah lulus seleksi pada taheprtes dalam hal seleksi

lebih dari satu tahap dan daftar yang diterima.

2. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Perdlahkamah Agung;

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung;

4. Putusan Mahkamah Agung;



5. Laporan Tahunan Mahkamah Agung;

6. Rencana Strategis Mahkamah Agung.

Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan DBptses oleh Publik, yaitu:

1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan

2. Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan

3. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasiekian

4. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegiaw dan Keuangan

5. Informasi Lain

Informasi yang dikecualikan adalah seluruh ataudmatertentu dari informasi
yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Doktese (PPID) atau Atasan

PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi diapggbagai:

a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepd@amohon dapat
menghambat proses penegakan hukum;

b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepd@amohon dapat
mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekaydelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepd@@mohon dapat
membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepd@@mohon dapat

mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;



e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepd@@mohon dapat
merugikan ketahanan ekonomi nasional;

f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepd@@mohon dapat
merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

g. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohomtday@ngungkapkan isi
akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauankteraataupun wasiat
seseorang;

h. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohomatdagngungkap rahasia
pribadi;

i. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan deBgdan Publik lain
atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dgialkan yang apabila
dibuka dapat secara serius merugikan proses pemgugebijakan.

Peraturan tentang keterbukaan informasi dapatikdgadsebagai pedoman dalam
mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan transpd€aterbukaan informasi
merupakan alat bagi masyarakat untuk mengontralpsktngkah dan kebijakan yang
diambil oleh pemerintah, yang berpengaruh padadkgiain masyarakat. Hal ini
sesuai dengan makna demokrasi bahwa kekuasaararegassal dari rakyat maka
penyelenggaraan kekuasaan harus selalu dapat agiggungjawabkan kembali
kepada rakyat, demokrasi juga bermakna bahwa rdidat memandang penguasa
sebagai sesuatu yang sempurna, yang selalu berpéuzk rakyat tetapi sebaliknya

rakyat perlu senantiasa mencurigai, mengkritisp daengontrol setiap kebijakan



yang diambil oleh penguasddMasyarakat perlu mengetahui apa yang terjadi dalam
birokrasi pemerintahan. Lembaga peradilan merupaaah satu penyelenggara
pemerintahan dibidang yudikatif yang berperan dalawujudkan penegakan

hukum dalam kehidupan masyarakat.

Oleh sebab itu, adalah sangat penting untuk metakysenelitian terhadap
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/&0JL1 dan
pelaksanaannya karena kebijakan di atas kertastisigla bermanfaat jika tidak
disertai dengan pelaksanaannya. Berdasarkan allasisgrerlu dilakukan penelitian
terhadap Keputusan tersebut dengan judul: “"PelaksanKeputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMWI&011 Tentang

Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan Negearrg.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, makaulipemmerumuskan

permasalahan yang akan menjadi pokok pembahadarsghiagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah gAglomor 1-

144/KMA/SK/I/2011 di Pengadilan Negeri Padang?

19 Koalisi Untuk Kebebasan Informagdp.Cit, him. 17.



2. Bagaimana upaya yang ditempuh Pengadilan Negeriangaddalam
optimalisasi pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamgbné Nomor 1-

144/KMA/SK/1/2011?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari Keputusan Ketafikikmah Agung
Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 di Pengadilan Negeri Paga

2. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh PengadilareiNdgadang dalam
optimalisasi pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamghné Nomor 1-

144/KMA/SK/I/2011.

D. Manfaat Pendlitian
Dengan selesainya penelitian tentang pedoman pelayainformasi di
Pengadilan, akan diharapkan dapat bermanfaat lziksdgi teoritis maupun dari

segi praktis.

1. Dalam tataran teoritis, penelitian ini diharapkaapa bermanfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang taerkdengan hukum
administrasi negara dan dapat memberikan sumbapgamkiran untuk
mengembangkan keterbukaan informasi di Pengadidand mewujudkan
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam pemgdeaan

pemerintahan yang bersih, transparan dan demakratis



2. Demikian pula dalam tataran praktis, penelitian obliharapkan dapat
memberikan masukan dalam rangka mewujudkan pena@itsitif melalui
keterbukaan informasi serta bermanfaat dan dijadikebagai bahan bagi
praktisi, hakim dan pegawai di lingkungan peradilan

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah ssegeaidis sosiologis

yaitu melihat dan mengkaji pelaksanaan KeputusatuKélahkamah Agung

Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 di Pengadilan Negeri Paga

2. Jenis Data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari Inasiwancara dan hasil

pengamatan secara langsung di lapangan.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh damabgustaka yang terdiri

dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mencalepgrangkat
peraturan perundang-undandanyaitu Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik #@putusan

Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tamg

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

1 Ade Saptomo,Pokok-Pokok Metodologi Penelitian HukuBurabaya: Unesa University Pres,
2007), him. 84.



2) Bahan hukum sekunder, yaitu mencakup buku-buku rmukuang
memuat serangkaian teori dan konsep tentang hiikiem memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer serta Hadtzan yang
didapat dari tulisan dan situs internet yang eraitaknya dengan
masalah yang akan diteliti.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang mempetunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dionder:’
Misalnya ensiklopedia, jurnal-jurnal hukum dan ggbaya agar
diperoleh informasi yang berkaitan dengan permhaala

3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitan teknik

pengumpulan data yang dilakukan adalah sebag&uberi
a. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan adalah wawanaoda# terstruktur,
yaitu peneliti telah menyiapkameberapa pertanyaan dengan pilihan
jawaban terbuka. Wawancara dilakukan dengan regponghitu Ketua
Pengadilan Negeri, hakim, petugas informasi, pesngacdan masyarakat
yang memanfaatkan sarana informasi di PengadilagefNePadang.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengakspelban ketentuan-

12 (i
Ibid.

13 Bambang Sugondvietodologi Penelitian Hukunfjakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), him.

117.



ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung MNorho

144/KMA/SK/I/2011.

b. Pengamatan

Metode pengamatan (observasi) dilakukan untuk rmehpakah beberapa
kewajiban-kewajiban untuk mengumumkan hal-hal imfasi tertentu

sebagaimana diwajibkan dalam Keputusan terselait telakukan.

c. Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yangtad#ama yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta méajgye peraturan

perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pdetitian.

4. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, maka selanjutnya dilakugangolahan data
secara editing yaitu untuk memeriksa jawaban d=ponden atas pertanyaan
yang diajukan dalam wawancara yang dapat dipertangggwabkan dan
membetulkan jawaban yang kurang jelas dari responBata yang relevan
dengan objek penelitian ini dianalisis secara ka#liyaitu menganalisis data
dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi lsekdas pada peraturan
perundang-undangan dan pengalaman dalam penedigimgga memperoleh

suatu kesimpulan penelitian.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
a. Pelaksanaan  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-
144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Infa@indi Pengadilan
Negeri Padang belum dilaksanakan secara optimalinHdapat dilihat dari
kurangnya publikasi terhadap informasi yang beakaidengan kegiatan
pengadilan maupun informasi yang dibutuhkan dam/aianohonkan oleh
masyarakat atau pemohon informasi publik. Informasig diumumkan di
papan pengumuman dan/atau di media lain belum asekaseluruhan
diumumkan dan masih banyak kekurangan. Pelaksdagapan informasi di
Pengadilan Negeri Padang juga belum ditentukan Bletpinan Pengadilan
Negeri selaku Atasan PPID. Atasan PPID hanya meRkwsgtu orang petugas
informasi yang merangkap jabatan sehingga pelayan@érmasi tidak
berjalan dengan efektif dan efisien. Lampiran-lamapiyang terdapat di dalam
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/&Q1L1 mengenai
format daftar informasi publik, bukti pengajuan mpehonan informasi,
format register permohonan informasi belum ditesaploleh Pengadilan

Negeri Padang dengan alasan bahwa Pengadilan NPgelang belum



mempelajari pedoman pelayanan informasi tersebw@dalfal sebelum
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/&011

dikeluarkan, sudah diatur lebih dahulu mengenaieKetkaan Informasi di
Pengadilan dalam bentuk Keputusan Ketua Mahkamam@dNomor 144
Tahun 2007 yang kemudian direvisi dengan Keputusatua Mahkamah
Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011.

b. Upaya Pengadilan Negeri Padang dalam optimalisgakganaan Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 adel melalui
upaya regulasi dan upaya non regulasi. Upaya reigatialah dengan cara
mempelajari dan melaksanakan Keputusan tersebdan§kan upaya non
regulasi adalah dengan memanfaatkan teknologi nrdsr seperti situs
website, melakukan upaya agar para Hakim dan Pegaaepu untuk
memanfaatkan teknologi informasi di lingkungan Rehign, menyediakan
sistem pelayanan informasi melalui meja informasgngumumkan informasi
melalui surat, leaflet, poster dan sejenisnya yaitgmpel pada papan
pengumuman yang ada di Pengadilan Negeri Padang.

B. Saran
Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumngakesimpulan seperti

telah diuraikan di atas, saran-saran yang dapatikén adalah sebagai berikut:

a. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2@68tang

Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan tahg80 April 2008,



dimana dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-undang tdrsbbyatakan bahwa
“Undang-undang ini berlaku 2 (dua) tahun sejak gahgliundangkan” maka
Pengadilan sebagai badan publik seharusnya teruspenbaiki diri untuk
memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakadrpkeadilan.

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/&X11 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan ditingari segi isinya
merupakanregelling karena ditujukan untuk kepentingan umum. Sedamgka
aturan ini dibuat dalam bentuk Surat Keputusaes¢hikking hal ini tidak
sesuai dengan teori/konsep di dalam Hukum AdmasstNegara. Seharusnya
Mahkamah Agung membuat aturan ini dalam bentuk tlera Mahkamah
Agung, bukan dalam bentuk Surat Keputusan.

. Pemanfaatan teknologi informasi terutama dengars siebsite resmi yang
dimiliki oleh Pengadilan Negeri Padang akan banyaknberikan kemudahan
dalam proses berperkara di Peradilan. Sehinggantkete-ketentuan yang
terdapat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nombr
144/KMA/SK/1/2011 tentang pedoman pelayanan inf@ntk Pengadilan akan
mudah dilaksanakan. Hal ini karena dalam keputusasebut diatur tidak
hanya berkaitan dengan perkara, akan tetapi juggep®aan organisasi dan
administrasi pada umumnya. Dengan adanya websitei fRengadilan Negeri
Padang dapat mendukung upaya transparansi, akilitéenldi lingkungan

peradilan dan mempercepat tercapainya modernisesilian di Indonesia.



d. Pengadilan Negeri Padang agar dapat memberikaggpela yang terbaik dan
membantu pencari keadilan untuk tercapainya pemnagiang sederhana, cepat,
dan biaya ringan.

e. Pengadilan Negeri Padang agar mengumumkan dan m&arbenformasi
yang akurat, cepat dan mudah dijangkau dan dalanasbayang mudah
dimengerti.

f. Pengadilan Negeri Padang perlu meningkatkan ksaitanber Daya Manusia
(Hakim dan Pegawai) sesuai dengan perkembanganlégkrkomunikasi dan

informasi.
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